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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)

Manimbang

Mengingat

1t

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian dan
penanggulangan penularan dan penyebaran Human
Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune
Deficiency  Syndrome (AIDS), perlu dilakukan upaya
penanggulangan secara terpadu melalui peningkatan perilaku
hidup sehat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan,
dan pengobatan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) serta
keluarganya;

bahwa untuk melaksanakan penanggulangan serta menekan
laju penularan dan penyebaran HIV dan AIDS sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomecr 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Presiden MNomor 75 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat
Nomor 2/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang
Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui
Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan  Narkoba,
Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang
Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan  Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi
Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007-2010;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang
Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang
Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan bagi Orang dengan
HIV dan AIDS (ODHA);

Peraturan Dagrah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 60);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
Z7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG PENCEGAHAN  DAN
PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)
DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS).



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPA Provinsi
adalah Komisi yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di
Provinsi Jawa Barat.

Komisi Penanggulangan Acguired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS)  Kabupaten/Kota yang selanjutnya  disebut  KPA
Kabupaten/Kota adalah Komisi yang menangani permasalahan HIV
dan AIDS di Kabupaten/Kota.

Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan Acguired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) Provinsi Jawa Barat.

Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan
Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acguired Immune
Deficiency  Syndrome (AIDS), melalui kegiatan pencegahan,
penanganan dan rehabilitasi.

Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan Human
Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi
tertular Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) seperti pengguna narkoba jarum suntik,
penjaja seks dan pasangan/pelanggan (potential client), Ibu Orang
dengan Hurman Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acguired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS), serta warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah
virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis retrivirus yang
menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan
tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah,
cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu.

Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut
AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan HIV yang
merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan
tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah
penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan
seksual.

Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah
seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS.

Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat
OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama
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Pihak  Terkait adalah Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah,
Kepolisian, lembaga swadaya masyarakat/lembaga donor, sektor
swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan,
organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS
dan perguruan tinggi, yang merupakan mitra kerja Komisi
Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan
HIV dan AIDS di Jawa Barat.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah
lembaga masyarakat yang peduli HIV dan AIDS dan terdaftar pada
forum LSM sebagai anggota forum dan merupakan mitra kerja
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat dalam
penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Barat.

Populasi Kunci adalah kelompok populasi yang aktif berperan
menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan,
yang terdiri dari orang-orang berisiko tertular karena perilaku seksual
berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, orang-
orang yang rentan terhadap penularan HIV karena pekerjaan dan
lingkungan serta ODHA.

Konseling Tes Sukarela (Voluntary Conselling Testing) vyang
selanjutnya disebut KTS adalah konseling yang dilakukan sebelum
dan sesudah tes HIV secara sukarela.

Mitigasi adalah program pengurangan dampak HIV dan AIDS untuk
anak dan keluarga yang terdampak dan terinfeksi.

Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang
perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan
secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah
dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS.

Pelayanan, Dukungan dan Pengobatan (Care, Support, Treatment)
yang selanjutnya disebut CST adalah upaya untuk memperluas
pelayanan, dukungan dan pengobatan terhadap ODHA.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah warga masyarakat yang
ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) adalah lelaki yang berhubungan Seks
dengan Lelaki.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya
disebut NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan.

Mitigasi dampak adalah upaya pengurangan dampak HIV dan AIDS
terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang
terinfeksi dan terdampak HIV.

Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit pemerintah dan
swasta, puskesmas, klinik dan balai pengobatan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
adalah untuk :

d,

b.

E'1

mencegah laju penularan HIV dan AIDS pada masyarakat umum,
perilaku risiko tinggi, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA;

menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan
menitikberatkan pencegahan pada perilaku risiko tinggi:

menyediakan pelayanan KTS, pengobatan, perawatan dan dukungan
kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;

. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai

upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan

menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara  instansi
Pemerintah/Pemerintah  Daerah, LSM, lembaga donor, sektor
swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan,
organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS,
dan perguruan tinggi secara terpadu dan berkelanjutan, guna
meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV dan AIDS.

Bagian Kedua
" Tujuan
Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

a.
b.

terlaksananya pericegahan pada kelompok berisiko;

tersedianya pelayanan KTS, pengobatan, perawatan dan dukungan
kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;

. terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat termasuk ODHA

dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan

. terciptanya pengembangan kemitraan diantara pihak terkait secara

terpadu dan berkelzanjutan guna meningkatkan pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

d.

kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup
pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan status
kesehatan mudah tertular HIV, seperti orang dengan mobilitas tinggi,
perempuan, remaja, anak jalanan, orang miskin, ibu hamil dan petugas
kesehatan;

. kelompok berisiko tertular, yaitu kelompok masyarakat yang berperilaku

risiko tinggi, seperti penjaja seks dan pelanggannya, penyalahgunaan
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